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Abstrak: Transformasi digital sebagian besar dilihat dari perubahan budaya yang mengubah cara pemerintah bekerja,
berkomunikasi, dan memberikan layanan, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas, termasuk mengubah struktur
dan budaya organisasi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan inovasi dalam
transformasi digital yaitu dengan diluncurkan aplikasi SIMPEDA (Sistem Manajemen Pelayanan Desa) untuk desa-desa
yang ada di Kabupaten Jember, salah satunya Desa Balung Lor. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses transformasi pelayanan sebelum dan sesudah adanya SIMPEDA di Desa Balung Lor. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa inovasi SIMPEDA penerapannya sudah berjalan sangat baik di
Desa Bakung Lor dan mendapatkan manfaat dari inovasi ini meskipun ada juga dampak negatifnya. Selain itu menurut
temuan studi, peneliti menemukan kelemahan Teori yang dikemukakan oleh Rogers tidak mencakup tentang Innovation
culture (budaya inovasi) teori Rogers tidak menjelaskan bagaimana budaya inovasi juga membutuhkan perubahan
perilaku dalam memberikan pelayanan dari manual menjadi berbasis digital.
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way governments work, communicate, and deliver services, but can also have far-

Email: ria.angin@unmuhjember.ac.id reaching implications, including changing organizational structures and cultures.

One of the efforts made by the Jember Regency Government to innovate in digital
Received: 08-09-2023 transformation is by launching the SIMPEDA (Village Service Management System)
Accepted: 16-10-2023 application for villages in Jember Regency, one of which is Balung Lor Village. This

Published: 29-11-2024 research aims to describe the service transformation process before and after the

existence of SIMPEDA in Balung Lor Village. This research uses a qualitative
descriptive research method by collecting data through interviews, observation and
documentation. The results of the research show that the implementation of the
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SIMPEDA innovation has gone very well in Bakung Lor Village and they have
benefited from this innovation even though there are also negative impacts. Apart from
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forward by Rogers does not cover innovation culture. Rogers’ theory does not explain
how innovation culture also requires changes in behavior in providing services from
manual to digital-based.
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Pendahuluan

Digitalisasi merupakan kemajuan yang pesat dalam dunia industri TI dan
komunikasi, dan tugas utamanya adalah membantu manusia memecahkan berbagai
macam masalah saat ini. Tata kelola global berkembang pesat dengan dinamika yang terjadi
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di dalam dan luar negeri. Indonesia merupakan negara berkembang yang mewujudkan tata
kelola pemerintah menjadi hal yang tidak bisa dihindari lagi (Chai, 2021). Pergeseran arus
dari sistem tradisional ke sistem modern di bawah pengaruh arus moderat yang kuat dan
terjadi dalam tata kelola serta dinamika di negara-negara maju. Perubahan dalam cara
penyampaian layanan dan bentuk platform baru untuk interaksi langsung dengan
komunitas. Sektor publik berupaya membuat penyampaian layanan lebih efisien melalui
transformasi digital ini. Sebagian besar perubahan ini ditujukan untuk memindahkan
penawaran layanan dari offline ke online (Ratnayake, 2022).

Transformasi digital sebagian besar dilihat sebagai perubahan budaya yang perlu
dilakukan dalam suatu organisasi. Penggunaan alat digital akan mengubah cara
pemerintah bekerja, berkomunikasi, dan memberikan layanan, tetapi juga dapat memiliki
implikasi yang luas, termasuk mengubah struktur dan budaya organisasi, atau melibatkan
dan mengintegrasikan penduduk negara dan mitra lainnya dalam desain bersama dan
penyampaian layanan publik (Terada, 2023). Kemudahan akses informasi baik lokal
maupun global, membuka peluang masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat
berpengetahuan. Pemerintah berusaha untuk melayani warganya dengan lebih baik dalam
otomatis sistem dan terus berusaha berinovasi untuk memberikan layanan dan mekanisme
layanan yang lebih baik (Lu, 2022). Pemerintah juga membutuhkan sistem pelayanan yang
efektif untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Perkembangan zaman saat ini
pemerintah memiliki akses ke semua informasi melalui smartphone. Pemerintah melihat
hal ini sebagai peluang untuk menyediakan akses pelayanan publik yang efektif melalui
penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang disebut e-government.
Salah satu langkah untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah
penerapan e-government, dengan tujuan agar lembaga pemerintah dapat menyediakan
layanan publik yang lebih baik (SPBE, 2022). Keterkaitan ini membutuhkan komitmen
pemerintah yang cukup kuat untuk memulai dan menginisiasi hal-hal baru dalam
pelayanan publik. Seluruh sektor pelayanan publik termasuk dalam sistem pemerintahan
berbasis elektronik menggunakan artificial intellegence (Angin, 2021). Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi ini telah membagikan solusi untuk membangkitkan kinerja
pelayanan publik berbasis tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, pelayanan
pemerintah memenuhi kepuasan masyarakat ketika apa yang diberikan pemerintah sesuai
dengan harapan (Supriyanto, 2016). Indonesia pernah menduduki peringkat ke-70 dalam
Electronic Government Development Index (EGDI). Kendati demikian, posisi Indonesia di
EGDI sangat fluktuatif, dan cederung menurun hingga menduduki peringkat 107 pada
2018, dan terakhir naik menjadi peringkat 88 dalam laporan EGDI 2020.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Infrastruktur Elektronik
Pemerintah  (SPBE) berdasarkan Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan SPBE  sebagai
penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Peraturan Presiden RI, 2018).
Penerapan layanan e-government atau SPBE tidak hanya dianggap sebagai jenis peralihan
operasional instansi pemerintah dari sistem manual ke sistem berbasis komputerisasi atau
online. Namun secara filosofis, penerapan e-government merupakan salah satu bentuk
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kerja birokrasi ketika ada distorsi dinamis dalam lingkungan eksternal organisasi atau
ketika perubahan diperlukan. (Peraturan Presiden RI, 2018). Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan. Definisi lain dari SPBE
adalah wujud upaya pemerintah untuk meningkatkan kemitraan antara warga dan sektor
publik. Instansi pemerintah mulai menggunakan teknologi informasi untuk memberikan
layanan yang lebih baik kepada pubik, membangkitkan hubungan dengan bisnis dan
industri,dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Sebelum adanya Sistem
Infrastruktur Pemerintahan Elektronik (SPBE), interaksi antara masyarakat dan pemerintah
biasanya terjadi di instansi pemerintah. Namun, perkembangannya mengarah pada akses
langsung ke layanan pemerintah secara online (Arief & Yunus Abbas, 2021).

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah instansi pemerintah terbanyak dengan
skor SPBE di bawah target nasional pada akhir tahun 2021, 23 instansi pemerintah dengan
skor indeks di bawah 2,6. Semua otoritas pusat dan daerah menerima hasil evaluasi nilai
SPBE. Hasil evaluasi SPBE dituangkan dalam Kepmen PANRB No. 1503/2021 untuk hasil
penilaian SPBE kementerian dan pemerintah daerah tahun 2021 (KEMENPAN-RB, 2021).
Hasil evaluasi menghasilkan Indeks SPBE sebesar 2,24 dari target Indeks SPBE yang
ditetapkan sebesar 2,6. Penilaian dilakukan di 425 provinsi, kabupaten, dan kota di 92
kementerian dan 33 provinsi di seluruh Indonesia (KEMENPAN-RB, 2021). Hasil skor SPBE
tentunya menunjukkan kematangan implementasi SPBE di instansi pemerintah. Berbagai
aspek pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah perlu ditingkatkan dan diperkuat untuk
memastikan pelaksanaan SPBE berjalan sesuai dengan tujuan SPBE. (SPBE, 2022)

Inovasi yang meningkatkan kualitas juga diperlukan untuk memberikan pelayanan
publik yang optimal. Inovasi ini bisa disebut strategi baru atau kombinasi dari yang lama
dan baru yang dapat mengatasi masalah atau memberikan opsi otomatis baru bagi
pemerintah untuk lebih memajukan publik dan mengelola dampaknya (Ding, 2022).
Penggunanya yaitu sektor publik dan pejabat negara yang berperan dalam pelaksanaan
misi nasional. Inovasi dalam konteks ini tidak berwujud dan tidak memiliki bentuk khusus.
Inovasi dan layanan organisasi tidak hanya didasarkan pada produk yang tidak terlihat,
tetapi juga pada perubahan subyektif, yaitu antara divisi organisasi dan mitranya
(Nugraha, 2021).

Salah satu inisiatif inovasi Pemerintah Kabupaten Jember tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 61 Tahun 2021 yaitu penggunaan sertifikat elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi
SIMPEDA (Sistem Manajemen Pelayanan Desa) yang diluncurkan pada akhir tahun 2021
melalui server Layanan Komunikasi dan Informatika, meliputi tingkat kecamatan dan desa
di Kabupaten Jember (Wicaksono, 2021). Layanan elektronik ini sejalan dengan program
Bupati untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat transisi
menuju desa digital. Keberadaan SIMPEDA menarik teknologi yang terus berkembang
akan mempermudah pengurusan beragam permintaan pelayanan administrasi. Munculnya
inovasi pada aplikasi SIMPEDA yang sudah menggunakan layanan tanda tangan
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elektronik (TTE) kini dapat dijalankan secara online, dengan harapan membuat layanan
lebih hemat waktu dan biaya serta lebih aman, legal dan ramah lingkungan.

Aplikasi SIMPEDA ini belum semua desa bisa mengaksesnya, namun hampir 50
persen atau 17 kecamatan di Jember saat ini sudah bisa menerapkan aplikasi ini. Desa
Balung Lor merupakan salah satu desa yang memanfaatkan inovasi tersebut, sebelum Desa
Balung Lor menggunakan aplikasi SIMPEDA pelayanan masih dilakukan secara manual.
Desa Balung Lor saat ini sudah merubah sistem pelayanannya menjadi sistem berbasis
digital dengan memanfaatkan inovasi dalam aplikasi SIMPEDA tersebut. Inovasi ini
merupakan trobosan baru yang dapat di manfaatkan di tingkat desa, mengingat pelayanan
di desa yang masih berbelit-belit, pelayanan yang memakan waktu lama, dan penumpukan
dokumen atau arsip yang begitu banyak karena masih dilakukan secara manual.
Masyarakat biasanya juga masih harus menunggu kepala desa untuk mendapatkan tanda
tangan, belum lagi ketika kepala desa sedang dinas di luar kota masyarakat masih harus
menunggu lebih lama, akibatnya masyarakat sering bolak-balik untuk mendapat tanda
tangan di Balai Desa. Transformasi digital di desa sangat dibutuhkan untuk mengurangi
keresahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan yang rumit.

Berlandaskan fenomena diatas maka tujuan penelitian untuk mengetahui dan
mengidentifikasi bagaimana transformasi pelayanan sebelum dan sesudah adanya
program Sistem Manajemen Pelayanan Desa (SIMPEDA), khususnya di Desa Balung Lor,
Kecamatan Balung. Desa Balung Lor dipilih karena termasuk desa pertama di Kecamatan
Balung yang menggunakan Sistem Manejemen Pelayanan Desa (SIMPEDA) sehingga dapat
memberikan contoh kepada desa-desa lain untuk menggunakan aplikasi SIMPEDA sebagai
inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik ditingkat desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut tentang proses inovasi Sistem Manajemen Pelayanan Desa
(SIMPEDA) (Sugiyono, 2020). Penelitian yang menggunakan jenis desktiptif menggunakan
survei, observasi, wawancara, dan studi kasus (Sugiyono, 2019). peneliti menggunakan
informan sebagai sumber data untuk menyempurnakan penelitian mereka hingga tahap
penyusunan kesimpulan. Peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk
memilih informan, informan sumber primer yaitu: 1. Kepala desa Balung Lor, 2. Operator
atau perangkat desa bidang pelayanan, 3. Sekretaris desa Balung Lor, 4. Masyarakat desa
Balung Lor. Selain menjadi informan, peneliti harus meminta informan tersebut untuk
merupakan petunjuk utama dan mampu diterapkan untuk memeriksa kembali kebenaran
data yang ada pada informan pokok. Beberapa penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, dan
situs web dengan sumber penelitian ini digunakan menjadi sumber data sekunder untuk
penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif menganut paham fenomenologis dan
postpositivisme yang bermaksud akan mengkritik penelitian kuantitatif yang terlalu
berfokus pada observasi sembari menjelaskan, menggambarkan, dan meringkas kembali
beragam keadaan dan fenomena yang terjadi di masyarakat dan bidang lain, tetapi tidak
menitik beratkan hubungan kausalitas.
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Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori Rogers (2015) yang mengemukakan bahwa inovasi
dapat menunjukkan transformasi aplikasi melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Relative Advantage (Keuntungan Relatif)

Relative Advantage (Keuntungan Relatif) Keuntungan relatif adalah tingkatan
dimana suatu ide baru dianggap satu yang lebih baik daripada ide-ide sebelumnya. Tingkat
keuntungan relatif seringkali dinyatakan dengan beberapa faktor bentuk keuntungan
seperti faktor ekonomis, faktor waktu (livari, 2020). Prinsip dalam atribut ini menunjukkan
bahwa inovasi yang telah di adopsi memiliki beberapa keuntungan dimana perangkat desa
dan masyarakat dapat menghemat biaya dan waktu sehingga pelayanan yang diberikan
berjalan lebih efisien dan efektif dari sebelumnya.

Keuntungan relatif dari aplikasi SIMPEDA adalah adanya kemudahan dalam hal
teknis. Hadirnya aplikasi SIMPEDA pekerjaan mereka lebih efektif dan efisien karena tidak
lagi mengerjakan secara manual. Keuntungannya juga lebih menghemat waktu dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun sebenarnya perangkat desa lebih
menghabiskan banyak waktu untuk selalu memeriksa surat yang akan di proses melalui
komputer atau handphone (Kabyemela, 2020). keuntungan relatif dari aplikasi SIMPEDA
ini dapat menghemat waktu dan dapat mempercepat dalam proses pemberian tanda tangan
kepada masyarakat, karena aplikasi ini didalamnya sudah menggunakan sistem tanda
tangan elektronik sehingga dapat diakses dimana saja secara fleksibel dengan
menggunakan handphone. Oleh karena itu proses tanda tangan terus berjalan meskipun
kepala Desa sedang dinas atau berkegiatan di luar kota.

Aplikasi SIMPEDA ini pada faktor waktu lebih cepat, karena sistem teknis dalam
pelayanannya sudah bertranformasi menggunakan sistem digital. Jadi, prosesnya menjadi
cukup praktis sehingga dapat menghemat waktu (Maharani, 2020). Data atau dokumen
masyarakat juga sudah mengurangi penumpukan di balai desa selain itu lebih ramah
lingkungan dan terlihat lebih rapi dari sebelumnya. keuntungan relatif dari inovasi
transformasi digital dalam aplikasi SIMPEDA menunjukan bahwa perubahan dalam faktor
waktu dan faktor ekonomi sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Keuntungan dalam
faktor waktu tidak perlu menunggu lama dalam proses tanda tangan kepala desa karena
sistemnya sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Keuntungan lainnya dalam sistem
tanda tangan elektronik masyarakat tidak perlu bolak-balik ke balai desa untuk menunggu
proses tanda tangan oleh kepala desa (Aliyah, 2019). Sekarang hanya perlu datang ke balai
desa satu kali untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan kemudian masyarakat akan
mendapat file berupa file PDF, dalam hal ini dapat menghemat biaya bensin karena tidak
perlu lagi mengambil dokumen di balai desa.

Selain itu seiring dengan aplikasi SIMPEDA telah terimplementasi dengan baik,
perangkat desa juga dapat merasakan keuntungan relatifnya dalam proses pemberian
pelayanan yang dilakukan secara mudah dan fleksibel sehingga dalam proses
pelayanannya dapat menghemat waktu. Masyarakat juga merasakan keuntungan dari segi
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waktu lebih cepat tidak perlu antri sehingga dapat menghemat biaya. Hal ini sudah selaras
dengan keinginan Bupati Jember untuk meningkatkan percepatan layanan kepada
masyarakat dan lebih cepat menuju desa digital.

Compatability (Kesesuaian)

Compatability (Kesesuaian) yaitu bagaimana inovasi dapat sesuai dengan kebutuhan
dan keadaan masyarakat (Mergel, 2019). Inovasi yang tidak memiliki kesesuaian dengan
kebutuhan dan keadaan tidak akan diadopsi secepat inovasi yang sesuai. Prinsip ini
mendukung upaya dalam transformasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas apa yang mereka keluhkan selama ini. pelayanan mengenai compability
(kesesuaian) mengatakan bahwa aplikasi SIMPEDA ini sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, dimana masyarakat selama ini membutuhkan pelayanan yang cepat. Aplikasi
ini juga memiliki nilai yang sesuai bagi perangkat dengan kebutuhkan yang ada di kantor
desa. Mereka merasa lebih cepat dan sanagt membantu untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang lebih efisien dari sebelumnya.

Aplikasi SIMPEDA ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepala desa.
Hadirnya aplikasi ini, kepala desa sudah bisa mengoptimalkan untuk memberikan tanda
tangannya kepada masyarakat dengan cepat. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu
lama lagi dalam proses pemberian tanda tangan (Vial, 2019). Karena, kepala desa sudah
bisa mengaksesnya dimana saja secara fleksibel dan tentunyaa lebih efektif dan efisien.
aplikasi SIMPEDA sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, hal ini di tunjukkan dengan
proses tanda tangan yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga membutuhkan
waktu lama karena kepala desa terkadang tidak berada di kantor desa. Sedangkan saat ini
sudah menggunakan tanda tangan elektronik, kepala desa dapat melakukan tanda tangan
dimana saja dan kapan saja secara fleksibel sehingga masyarakat tidak perlu menunggu
lama dan tidak perlu bolak-balik datang ke kantor desa untuk meminta tanda-tangan
karena dapat dikirm melalui file PDF.

Complexity (Kerumitan)

Complexity (Kerumitan) Inovasi yang mudah dipahami maka inovasi akan lebih
mudah diadopsi dan diterima, sebaliknya jika inovasi memiiki kerumitan untuk di pahami
maka akan sulit hal tersebut untuk diadopsi. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap inovasi
pasti memiliki kerumitan dari sebelumnya, karena sebelumnya menerapkan proses manual
menjadi proses digital membutuhkan penyesuaian. Terkait Complexity (Kerumitan) dalam
aplikasi. Aplikasi ini mudah dipahami, hanya membutuhkan penyesuaian karena
penerapannya berbeda dari sebelumnya dan juga terkendala SDM tetapi perangkat desa
Balung Lor sudah menyesuaikan transfromasi dalam proses pelayanan yang diterapkan.
Jadi, kerumitan dalam aplikasi SIMPEDA ini terletak dari segi penyesuaian (Verhoef, 2021).
Aplikasi SIMPEDA ini cukup mudah di pahami dalam proses penggunaannya dan juga
dapat diakses 24 jam menggunakan handphone maupun Laptop. Perangkat desa hanya
kesulitan dalam menyesuaikan cara mekanisme kerjanya, karena sistem yang digunakan
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dulu dan sekarang berbeda (Hanelt, 2021). Perangkat desa Balung Lor dalam mengatasi
kesulitan penyesuaian pada aplikasi ini dengan cara melakukan BIMTEK (Bimbingan
Teknis) secara rutin, agar semua perangkat desa mampu medalami proses mekanismenya.
Perangkat desa Balung Lor yang sudah sepuh bukan menjadi suatu hambatan untuk belajar
menyesuaikan penggunaan aplikasi ini. Perangkat desa Balung Lor memiliki semangat
yang tinggi untuk beradaptasi dan terus mengikuti perkembangan jaman. dapat
disimpulkan bahwa aplikasi SIMPEDA ini tidak memiliki kerumitan atau masalah yang
fatal (Frank, 2019). Kerumitan yang dialami selama menggunakan aplikasi ini tentunya
ketika terjadi gangguan internet sehingga dapat menghambat proses pelayanannya,
kerumitan yang terutama yaitu dalam proses penyesuaian dan adaptasi, karena inovasi ini
sebuah transformasi yang sebelumnya manual menjadi digital merupakan hal yang baru
bagi perangkat desa Balung Lor.

Triability (Kemungkinan di coba)

Inovasi bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau
nilai lebih dengan inovasi yang lama. Individu atau kelompok tidak akan mengadopsi
inovasi baru tanpa adanya uji coba sebelumnya. Prinsip ini dalam pengamatan peneliti
telah dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum benar- benar menerapkan inovasi baru
dari sistem manual menjadi sistem digital. Terkait atribut Triability (Kemungkinan di coba)
pada aplikasi SIMPEDA. Aplikasi SIMPEDA ini sebelum di terapkan di desa Balung Lor
sudah melewati uji coba terlebih dahulu (Nambisan, 2019). Uji coba dengan cara BIMTEK
(Bimbingan Tenis) bersama seluruh perangkat desa untuk sama-sama belajar cara
menggunaan aplikasi ini dan melihat keuntungan dari diterapkannya aplikasi SIMPEDA
ini. Setelah di uji coba ternyata aplikasi ini memiliki keuntungan dari sistem yang
digunakan sebelumnya yaitu lebih cepat dan praktis dalam pemberian pelayanan.

Inovasi ini sudah melewati uji coba melalui BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang di
laksanakann di Balai Desa Balung Lor guna mengenal dan memahami cara penggunaan
aplikasi SIMPEDA. Setelah melewati uji coba ditemukan beberapa keunggulan dari aplikasi
ini yaitu perangkat desa dalam hal teknis lebih praktis untuk proses memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Setelah melewati fase uji coba dengan cara BIMTEK (Bimbingan
Teknis) maka ditemukan beberapa keunggulan dari aplikasi SIMPEDA ini, sehingga
perangkat desa sangat antusias dan mensupport untuk bertransformasi menggunakan
inovasi SIMPEDA (Li, 2018).

Observability (Kemudahan diamati)

Rogers mengungkapkan bahwa Observability adalah meilihat sejauh mana hasil
inovasi, dari segi bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Apabila individu atau
kelompok melihat inovasi itu mudah maka semakin besar pula kemungkinan untuk
mengadopsi suatu inovasi tersebut. Prinsip ini merupakan cara baru menggantikan cara
lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Setelah melihat proses masuknya
aplikasi SIMPEDA tentunya dengan proses yang mudah dijalankan atau diamati sejauh
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mana aplikasi ini dapat memberikan keuntungan serta kemudahan bagi perangkat desa
mauapun masyarakat dalam melakukan seuatu pengurusan dan aplikasi ini mudah
diamati dengan sosialisasi yang dijalankan oleh Kepada Desa (Warner, 2019).

Inovasi ini merupakan cara baru dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu,
perangkat desa dapat merasakan bahwa aplikasi ini sudah menghasilkan sesuatu yang
lebih baik dari cara yang sebelumnya. Mereka mendapatkan kemudahan karena aplikasi
SIMPEDA ini mudah diakses atau praktis dari proses yang digunakan sebelumnya, dapat
diamati bahwa menggunakan aplikasi ini sudah merasakan dampak atau sesuatu yang
lebih baik dari sebelumnya. proses kerjanya yang sudah bertranformasi digital membuat
perubahan bahwa aplikasi ini muda di akses dan dapat di akses dimana saja. Terlebih
kepala Desa dapat secara fleksibel menggunakan aplikasi ini karena pengunaannya sudah
secara digital dari ini sudah terlihat bahwa pengunaan aplikasi SIMPEDA menghasikan
sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya (Hinings, 2018).

Penelitian Nursari Ahmad menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan
publik pada aplikasi digital desa berupa pelayanan pengurusan administrasi surat
menyurat yang terdiri dari : 1) Relative Advantage (Keuntungan Relatif); 2) Compability
(Kesesuaian); 3) Complexity (Kerumitan); 4) Triability (Kemungkinan dicoba) ; 5)
Observability (Kemudahan diamati) dapat dikatakan berkualitas karena dapat memberikan
kepuasan pada masyarakat dan Staf yang ada di Kantor Desa Madello Kecamatan Balusu
Kabupaten Barru. peneliti menemukan data bahwa proses pengurusan administrasi yang
saat ini diterapkan di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah mengalami
pergeseran sistem, dari yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual, saat ini telah
beralih ke sistem aplikasi DIGIDES dan sudah menerapkan empat indikator teori rogers,
tetapi masih belum melakukan satu indikator uji coba (Rogers, 2015). Sedangkan pada
penelitian saya sudah melakukan uji coba aplikasi sebelum menerapkan inovasi sebagai
perubahan transformasi pelayanan dari sistem manual berubah menjadi sitem digital
melalui aplikasi SIMPEDA. Partisipatif perangkat desa Balung Lor lebih kuat untuk
melakukan uji coba terhadap suatu inovasi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Simpulan

Aplikasi SIMPEDA telah terimplementasi dengan baik, perangkat desa juga dapat
merasakan keuntungan relatifnya dalam proses pemberian pelayanan yang dilakukan
secara mudah dan fleksibel sehingga dalam proses pelayanannya dapat menghemat waktu.
Aplikasi SIMPEDA juga ramah lingkungan karena dapat mengurangi tumpukan dokumen.
kepala desa dapat melakukan tanda tangan dimana saja dan kapan saja secara fleksibel
sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dan tidak perlu bolak-balik datang ke
kantor desa untuk meminta tanda-tangan karena dapat dikirm melalui file PDF. Inovasi ini
sudah mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat dan perangkat
desa hal ini juga dapat menununjukkan perubahan pola pikir dalam budaya kerja
perangkat agar lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan
berkembang terhadap transformasi digital di era digitalisasi.
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